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Lahir di lingkungan pesantren, Kiai Husein mengembangkan pemikiran
kritis yang berbeda dari tradisi arus utama pesantren, terutama dalam isu-isu hukum
perkawinan. la tidak hanya mereproduksi khazanah Klasik, tetapi juga melakukan
reinterpretasi berbasis realitas kontemporer terhadap isu seperti usia minimal
perkawinan, kebebasan memilih pasangan, posisi perempuan sebagai kepala
keluarga, dan poligami. Sikap kritis ini menimbulkan respons beragam, baik dari
umat Islam secara umum maupun komunitas pesantren asalnya.

Penelitian ini bertujuan menganalisis genealogi pemikiran Kiai Husein,
menelaah bangunan epistemologis pandangannya tentang hukum perkawinan, serta
mengeksplorasi penerapan nalar bayani, burhani, dan ‘irfani dalam konstruksi
hukum perkawinannya. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kontribusi
nyata Kiai Husein dalam pengembangan sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Secara teoretis, kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan
epistemologi Islam sebagaimana dikembangkan oleh Muhammad Abid al Al-Jabiri,
yang memetakan pola penalaran keislaman ke dalam bayani (tekstual), burhant
(rasional), dan ‘irfani (spiritual). Analisis difokuskan pada sintesis ketiga nalar ini
dalam menafsirkan isu-isu aktual hukum perkawinan, serta relevansinya terhadap
kebutuhan masyarakat kontemporer.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filsafat
hukum Islam, yang dilengkapi dengan wawancara mendalam terhadap sejumlah
narasumber kunci. Data dikumpulkan dari buku Figh Perempuan dan Figh
Perempuan 2 karya Kiai Husein, regulasi hukum perkawinan di Indonesia, serta
sumber-sumber literatur utama dan sekunder yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Genealogi pembentukan pemikiran
Kiai Husein lahir dari dialog kritis dengan tradisi Islam klasik dan interaksi dengan
realitas sosial modern. Integrasi dua jalur ini membentuk karakter pemikiran beliau
yang progresif dan kontekstual, khususnya dalam isu hukum keluarga dan keadilan
gender. Konstruksi epistemologis pemikiran Kiai Husein dalam hukum perkawinan
Islam bersifat integratif, memadukan nalar bayani sebagai fondasi, kritik rasional
burhani untuk seleksi dan pembacaan ulang berorientasi pada magasid asy-
syart‘ah, serta nalar irfani yang menekankan dimensi etis dan spiritual, meski
bukan metode utama. Kiai Husein mengimplementasikan nalar bayani, burhani,
dan ‘irfant secara terpadu dalam menafsirkan ulang hukum perkawinan,
memadukan pembacaan teks klasik, analisis rasional-empiris, dan nilai spiritual
untuk mewujudkan pembaruan hukum keluarga yang selaras dengan magasid asy-
syart‘ah. Pemikiran dan advokasi Kiai Husein berperan penting dalam revisi
Undang-Undang Perkawinan dan lahirnya UU TPKS di Indonesia. Melalui
kolaborasi lintas sektor dan narasi keagamaan progresif, Kiai Husein mendorong
kesetaraan usia kawin serta perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.
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Muhammad’s Legal Thought On Marriage And Its Contribution To The
Development Of Indonesia’s Marriage Law System

Born in a pesantren (Islamic boarding school) environment, Kiai Husein
developed a critical mode of thinking that diverged from the mainstream pesantren
tradition, particularly on issues related to marriage law. He did not merely reproduce
the classical Islamic scholarly heritage but also reinterpreted it in light of contemporary
realities, addressing matters such as the minimum age of marriage, the freedom to
choose a spouse, the position of women as heads of households, and polygamy. This
critical stance has elicited mixed responses, both from the broader Muslim community
and from the pesantren circles from which he originated.

This research aims to analyze the genealogy of Kiai Husein’s thought, examine
the epistemological structure underpinning his views on marriage law, and explore the
application of bayani (textual), burkzani (rational), and “irfant (spiritual) reasoning in
the construction of his marital legal thought. In addition, it identifies Kiai Husein’s
concrete contributions to the development of the marital legal system in Indonesia.

Theoretically, this study adopts the Islamic epistemological framework
developed by Muhammad ‘Abid al Al-Jabiri, which classifies Islamic reasoning into
bayant (textual), burhant (rational), and ‘irfani (spiritual). The analysis focuses on
synthesizing these three modes of reasoning in interpreting contemporary issues in
marriage law and assessing their relevance to the needs of modern society.

This study employs a qualitative method within the framework of Islamic legal
philosophy, complemented by in-depth interviews with several key informants. Data
were collected from Kiai Husein’s works Figh Perempuan and Figh Perempuan 2,
Indonesian marriage law regulations, and other relevant primary and secondary
sources.

The findings reveal that the genealogy of Kiai Husein’s thought emerged from
a critical dialogue with the classical Islamic tradition combined with interactions with
modern social realities. The integration of these two dimensions has shaped his
progressive and contextual approach, particularly on issues of family law and gender
justice. His epistemological construction of Islamic marital law is integrative—
anchored in bayani reasoning as the foundation, incorporating burhant reasoning for
rational critique and magqasid asy-syari‘ah-oriented reinterpretation, and
complemented by ‘irfani reasoning that emphasizes ethical and spiritual dimensions,
though not as the primary method.

Kiai Husein applies bayani, burhani, and ‘irfant reasoning in an integrated
manner to reinterpret marital law, combining classical textual analysis, rational-
empirical inquiry, and spiritual values to realize family law reform in harmony with
magqasid asy-syart‘ah. His ideas and advocacy have played a pivotal role in revising
Indonesia’s Marriage Law and in the enactment of the Law on the Crime of Sexual
Violence (UU TPKS). Through cross-sector collaboration and progressive religious
narratives, Kiai Husein has championed the equalization of the legal marriage age and
the provision of legal protection for victims of sexual violence.
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